
SALINAN 

 
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
 

NOMOR 9  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK  HOTEL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel, perlu disesuaikan; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah  Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 
 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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11. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan   

Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   21   Tahun   2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan   Menteri   
Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2007 Nomor 32).  
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);  

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 
Nomor 17). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 
dan 

 
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK 

HOTEL. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak 
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2010 Nomor 17) diubah sebagai berikut : 
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Pasal 7 
 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : 
a. SKPDKBT apabila : 

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan yang terutang tidak atau kurang 
dibayar; 

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati 
dalam jangka waktu tertentu dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana dalam surat teguran; 

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi 
pajak terutang dihitung secara jabatan; 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data 
yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang ditambah  
bunga; 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang  dan tidak ada kredit pajak. 
 

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1. dan 
angka 2. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari yang 
kurang atau terlambat dibayar  untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak. 
 

(3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%  
(seratus persen) dari kekurangan pajak. 
  

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak 
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan; 
 

(5) Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi 
administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

 

Ditetapkan  di  Pangkalan Bun 
pada tanggal 25 November 2015 

 

 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
 

ttd. 
 

BAMBANG PURWANTO 
 

 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 25 November 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

 
ttd. 

 

MASRADIN 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 9. 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 9/2015 
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PENJELASAN 

A T A S 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
 

NOMOR 9  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK HOTEL 
 
 

I.  UMUM 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pajak daerah yang 
menjadi kewenangan daerah adalah pajak hiburan dan telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Namun demikian, dalam 
pelaksanaannya ternyata diperlukan rincian jenis pajak hiburan yang 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.  Oleh 

karena itu, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dari sektor pajak maka dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak 

Hotel.  
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

Cukup jelas. 
   

Pasal II 

Cukup jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR : 60 

 

 

 

 
 

 


